BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dimanapun ia berada sangat bergantung dan ditentukan
kehidupannya oleh lingkungan alam, akan tetapi ketergantungan manusia
tidak selalu bersifat satu arah, manusia harus menunggu apa yang diberikan
alam. Sebaliknya, manusia juga dapat memanipulasi alam dan memperoleh
hasil dari alam. Hasil perbuatan manusia memanipulasi alam bisa jadi
menjamin kelestarian alam, dan bisa pula menimbulkan dampak rusaknya
kelestarian alam itu sendiri, karena semakin besar kemampuan manusia
memanipulasi lingkungan hidupnya, maka semakin besar pula tanggung jawab

yang harus dipikulnya.'

Potasium Cianida merupakan zat padat bahan kimia yang digunakan
untuk menangkap ikan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian
sumber daya ikan dan atau lingkungannya, bahan kimia jenis Natrium Cianida
(NacN) tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan ikan yang dapat
membahayakan sumber daya ikan dan lingkungan yaitu rusaknya ekosistem
perairan, ikan-ikan, terumbu karang, sebagai tempat berkembang biaknya
akan mati/rusak serta lingkungan perairan tercemar. Dalam penangkapan ikan

yang dilakukan oleh para nelayan seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang

U Ali Yafie, Merintis Figh Lingkungan Hidup, (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), 28-29.



berlaku serta dapat melestarikan ataupun mengelola lingkungan perairan

lautan.

Akibat yang ditimbulkan dari penangkapan ikan dengan menggunakan
Potasium Cianida ataupun bahan kimia lainnya dapat berpengaruh juga
terhadap kesejahteraan dan perekonomian nasional bangsa yang akan semakin
menambah kerawanan sosial karena lahan mata pencaharian nelayan menjadi
hilang dan yang lebih menghawatirkan lagi daerah yang perairannya subur
menjadi kritis dan pemulihannya butuh waktu yang sangat lama dan biaya
yang mahal untuk mengembalikan perairan lautan menjadi seperti semula.
Kekayaan sumber daya ikan merupakan kekayaan alam yang termasuk dalam
ketentuan Pasal 33 UUD 1945, dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan
landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang

berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya perikanan.?

Lingkungan itu perlu diolah dan dimanfaatkan manusia sebaik-baiknya.
Maka, kita harus mencintai lingkungan, artinya memperlakukan bermacam
ragam benda, baik biotik (sumber alam yang dapat diperbaharui), maupun
abiotik (sumber alam yang tidak dapat diperbaharui), agar lingkungan hidup

itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan kodratnya masing-

2 Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.



masing, sehingga terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia

lahir dan batin.?

Dalam perbuatan para nelayan yang melakukan tindak pidana
penangkapan ikan dengan Potasium Cianida menurut ulama-ulama
Muta’akhirin menghimpunnya dalam bagian khusus yang dinamai Figh
Jinayah, yang dikenal dengan istilah Hukum Pidana Islam.* Dalam hukum
pidana Islam terdapat pembahasan mengenai jenis pelanggaran atau kejahatan
manusia dengan berbagai sasaran, termasuk juga terdapat tentang lingkungan
hidup. Islam memberikan panduan yang cukup jelas bahwa sumber daya alam
dan lingkungan merupakan daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia.’
Pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian Jinayah.

Adapun pengertian jarimah sebagai berikut:

Artinya: ‘‘Larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam
Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh para nelayan tersebut melanggar
aturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku menimbulkan dampak yang
dapat merugikan bagi lingkungan lautan dan para nelayan lainnya untuk mata
pencahariannya dalam mencari ikan yang disebabkan oleh penggunaan

nelayan dalam penangkapan ikan itu menggunakan bahan kimia (Potasium

3 Kaelany, Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 197.

4 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

5 Mujiono Abdillah, Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan,
(Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003), 11.

¢ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam..., 13-14.



Cianida). Kemudian dalam Islam juga terdapat larangan yang mengakibatkan
kerusakan lingkungan, karena seharusnya lingkungan itu dilestarikan dan

memelihara kekayaan alam itu dengan sebaik-baiknya.

Larangan-larangan tersebut berasal dari ketentuan syara’ sehingga
hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat karena memahami maksud
ketentuan tersebut dan sanggup menerimanya. ’ Jika kerusakan yang
dilakukan tidak sampai mengakibatkan bahaya besar, maka hukuman yang
bisa diterima cukup dengan dita’zir. Artinya pemerintah bisa memberikan
sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya.® Dalam perspektif Islam, salah satu
pendekatan yang digunakan adalah dengan membangun paradigma figh
lingkungan yaitu membangun suatu pemahaman yang komprehensif, utuh dan
terpadu terhadap ajaran Islam yang berbicara tentang pelestarian lingkungan

hidup.’

Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan
hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi
masalah-masalah lingkungan hidup.!® Bagian yang tidak ditentukan jenis
pelanggarannya atau juga jenis hukumannya, dalam terminologi figh disebut
dengan ta’zir. Suatu jenis jarimah dan sanksi hukuman yang menjadi

wewenang ulil amri dalam pengaturannya.'' Hukuman bagi pelaku tindak

7 Ibid., 50.
8 Gufron, Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan, (Surabaya: TAIN Sunan Ampel Press, 2012),
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10 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 26.
I Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam. .., 140.



pidana penangkapan ikan dengan Potasium Cianida dalam hukum pidana
Islam termasuk dalam jarimah ta’zir, karena dalam jarimah ta’zir tersebut
telah terpenuhi unsur-unsurnya secara menyeluruh, bukan termasuk dalam
Jjarimah hudud ataupun jarimah qisas diyat karena dalam kedua jarimah
tersebut terdapat unsur yang tidak terpenuhi sehingga tidak termasuk jarimah

hudud ataupun jarimah gisas diyat.

Tindak pidana penangkapan ikan dengan Potasium Cianida yang
dilakukan oleh para nelayan telah melanggar ketentuan pidana yang berlaku
untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut dalam penangkapan ikan juga
telah diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan upaya pelestarian
lingkungan baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut Islam
yang bertujuan untuk mencegah perusakan lingkungan lautan terhadap hewan

maupun tumbuhan di laut.

Tindak pidana penangkapan ikan dengan potasium cianida telah
dilakukan oleh beberapa orang seperti yang terjadi di kabupaten Banyuwangi
dalam pertimbangan hukum hakim bahwa majelis hakim, telah menyatakan
terdakwa I Aida Romandai, terdakwa II Nursewan, terdakwa III Nanang
Irwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan

kimia di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dengan judul ‘‘7injauvan Hukum Pidana Islam terhadap



Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Potasium

Cianida (Studi Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Bwi)”".

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas,
maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang timbul sebagai

berikut:

1. Pengertian tindak pidana penangkapan ikan dengan Potasium Cianida.

2. Akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana penangkapan ikan
dengan Potasium Cianida.

3. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana penangkapan ikan dengan
Potasium Cianida.

4. Bentuk hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana penangkapan
ikan dengan Potasium Cianida.

5. Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penangkapan ikan
dengan Potasium Cianida.

6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku
penangkapan ikan dengan Potasium Cianida dalam putusan No.
433/Pid.sus/2015/PN.Bwi.

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup

permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar:



Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN
Bwi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan
dengan Potasium Cianida.

Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam putusan No.
433/Pid.Sus/2015/PN Bwi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana

penangkapan ikan dengan Potasium Cianida.

C. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.
433/Pid.Sus/2015/PN Bwi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana
penangkapan ikan dengan Potasium Cianida?

Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam
putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Bwi tentang hukuman bagi pelaku

tindak pidana penangkapan ikan dengan Potasium Cianida?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang

sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dan

akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian

atau penelitian terdahulu.

Penelitian tentang tindak pidana penangkapan ikan memang cukup

banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru



mereferensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus

penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Putriyana Yusuf pada
tahun 2015 jurusan Hukum Pidana dengan judul ‘‘7injauvan Kriminologi
terhadap Kejahatan Penangkapan lkan secara llegal (illegal fishing) oleh
Nelayan (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2014)"’
dalam penelitian ini titik fokusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya penangkapan ikan secara illegal (7llegal fishing) dan untuk
mengetahui upaya yang dilakukan Polair Polres Kepulauan Selayar dalam
meminimalisir terjadinya penangkapan ikan secara illegal (7/legal fishing) di
Kabupaten Kepulauan Selayar.!?

Kedua, penelitian yang berjudul ‘‘Analisis Hukum Islam terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 Pk/Pid/2005 tentang Pembuktian
Illegal Fishing’’ oleh Fifin Inbatun Hasanah yang dalam pembahasannya
penelitian tersebut dalam hal persoalan tentang pembuktian perkara illegal

fishing yang ada dalam putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005.1

Ketiga, penelitian yang berjudul “‘7injauan Kriminologis terhadap

Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan (Studi Kasus di Provinsi

12 Nurul Putriyana Yusuf, ‘‘Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara
Ilegal (illegal fishing) Oleh Nelayan (Studi kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-
2014)’ (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015), vi.

13 Fifin Inbatun Hasanah, ‘‘ Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84
Pk/Pid/2005 Tentang Pembuktian Illegal Fishing’’ (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan
Ampel, Surabaya, 2013), 9.



Sulawesi Selatan)’’ oleh Shaffly A Shadiq Kawu yang dalam pembahasannya
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana
penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Provinsi Sulawesi
Selatan untuk mengetahui sejauh mana upaya DIT Polair Polda Sulawesi
Selatan dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam
penangkapan ikan di Provinsi Sulawesi Selatan.'#

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan kata
dari penelitian sebelumnya dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi penulis
bahwa ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku
Tindak Pidana Penangkapan lkan dengan Potasium Cianida (Studi Putusan
No. 433/Pid.Sus/2015/PN Bwi)’’ mengkaji tentang hukum pidana Islam
terhadap hukuman serta penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam

penangkapan ikan dengan Potasium Cianida yang perlu dianalisis lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian
ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:
1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.
433/Pid.Sus/2015/PN Bwi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana

penangkapan ikan dengan Potasium Cianida.

14 Shaffly A Shadiq Kawu, ‘‘Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Dalam
Penangkapan Ikan (studi kasus di provinsi sulawesi selatan)’’ (Skripsi--Universitas Hasanuddin,
Makassar, 2012), v.



10

2. Mengetahui sanksi hukum dalam putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Bwi
tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan

potasium cianida dalam perspektif tindak pidana Islam.

Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan
hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya

dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pedoman serta pengetahuan yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya
yang berkaitan tentang hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku

tindak pidana penangkapan ikan.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Dari segi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
acuan melakukan penelitian yang akan datang serta diharapkan dapat
menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pidana
khususnya dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana

penangkapan ikan.
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G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam memahami agar
menghindari kesalahpahaman mengartikan judul skripsi ini, maka diperlukan
untuk dijelaskan maksud beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul

di atas:

1. Hukum Pidana Islam: hukum pidana Islam atau figh jinayah adalah aturan-
aturan/hukuman yang berkaitan dengan perbuatan/kejahatan yang
dilakukan oleh subyek (pelaku), maka dalam tindak pidana penangkapan
ikan menurut hukum pidana Islam merupakan termasuk dalam jarimah
ta’zir.

2. Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Potasium
Cianida: Hukuman (sanksi) bagi pelaku penangkapan ikan harus dihukum
sesuai ketentuan yang berlaku hingga membuat pelaku jera melakukan
perbuatan tersebut. Hukuman dari putusan pertimbangan hakim telah
dikenai dengan hukuman penjara masing-masing selama 10 Bulan dan
pidana denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani

kurungan masing-masing selama 2 bulan.

H. Metode Penelitian
Data dalam penelitian studi analisis putusan tentang penangkapan ikan

dengan potasium cianida:
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Data yang Dikumpulkan
Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan Potasium
Cianida.

b. Data tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan
dengan Potasium Cianida dalam kajian figh jinayah (hukum pidana
Islam).

Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan
keotentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini, sumber data yang
dihimpun antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berupa putusan No.
433/Pid.sus/2015/PN.Bwi. Dimana data tersebut diperoleh dari
website direktori Pengadilan Banyuwangi.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan peneliti dalam bentuk dokumen berupa
buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan
masalah yang penulis bahas. Diantaranya:

1) Ali Yafie, Merintis Figh Lingkungan Hidup, Jakarta: Ufuk Press,

2006.
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2) Kaelany, Islam & aspek-aspek kemasyarakatan, Jakarta: Bumi
Aksara, 2005.

3) Rahmat Hakim, Hukum pidana Islam (Figh Jinayah), Bandung:
Pustaka Setia, 2000.

4) Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2011.

5) Gufron, Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis
Problematika Ekologi di Indonesia dalam perspektif figh al-
bi’ah), Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.

6) Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta:
Rajawali Pers, 2012.

7) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana
Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

8) Mujiono Abdillah, Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup
Berwawasan Lingkungan, Yogyakarta: Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN, 2003.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi,

yakni cara yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, yaitu dari

dokumen putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Banyuwangi yang dilengkapi

dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan

bahasan hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan

potasium cianida. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah
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buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum, terutama dalam
bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.
4. Teknik Pengolahan Data
Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai
berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah
diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan
makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data
sekunder, !’ yang berkaitan dengan tindak pidana penangkapan ikan
dengan potasium cianida.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang
diperoleh dalam kerangka uraian yang sudah direncanakan tentang
hukum Islam.

c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan terhadap
hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan
potasium cianida dalam putusan No. 433/Pid.sus/2015/PN.Bwi.

5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan mengenai
hukuman yang diputuskan dalam kasus penangkapan ikan dengan
potasium cianida oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi secara

keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, sampai dengan isi putusan.

SBambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50.
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Contentiosa, yaitu diawali dengan mengemukakan kajian dan
pendapat yang bersifat umum mengenai tindak pidana penangkapan
ikan dengan potasium cianida untuk dijadikan bahan analisis
terhadap data yang dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan

yang bersifat khusus.

Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah yang ada dalam penelitian ini

dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka

pembahasannya disusun dalam setiap bab yang masing-masing bab

mengandung sub bab, sehingga menggambarkan keterkaitan yang sistematis,

untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I

Bab II

: Menjelaskan tentang gambaran apa bagaimana, dan untuk apa studi
ini disusun, oleh karena itu dalam bab pertama ini dipaparkan
tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

: Kerangka teoritis menguraikan penangkapan ikan dengan potasium
cianida dalam kajian hukum pidana Islam tentang potasium cianida
meliputi: pengertian potasium cianida, bahaya potasium cianida
yang dikonsumsi manusia, dan bahaya potasium cianida bagi ikan,

serta lingkungsn dslsm perspektif Islam meliputi: pemeliharaan



Bab III

Bab IV
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lingkungan dalam Islam, figh pelestarian lingkungan, dan hukuman
bagi pelaku perusak lingkungan dalam hukum pidana Islam yang
meliputi: pengertian hukuman, tujuan hukuman dan sekilas tentang
hukuman ta’zir yang terdiri dari: pengertian fa’zir, sanksi ta’zr,

dan syarat-syarat penetapan fa zir.

: Memuat gambaran singkat tentang deskripsi Pengadilan Negeri

Banyuwangi, deskripsi kasus tindak pidana penangkapan ikan
dengan potasium cianida, pertimbangan hukum hakim tentang
tindak pidana penangkapan ikan dengan potasium cianida, amar
putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 433/Pid.Sus/2015/PN
Banyuwangi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana

penangkapan ikan.

: Tentang analisis hukum pidana Islam atas putusan hakim

Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap hukuman bagi pelaku
tindak pidana penangkapan ikan dengan potasium cianida yang
meliputi: analisis pertimbangan hukum hakim tentang tindak
pidana penangkapan ikan dengan potasium cianida dalam putusan
No. 433/Pid.Sus/2015/PN Banyuwangi, dan analisis hukum pidana
Islam terhadap sanksi hukum tentang tindak pidana penangkapan
ikan dengan potasium cianida dalam  Putusan  No.

433/Pid.Sus/2015/PN Banyuwangi.
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Bab V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang
telah diuraikan, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan

terkait dengan pembahasan penelitian ini.



